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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Fungsi Perencanaan, Pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan 

rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat 

pengendali, pengaman pemakai jalan, dan perlengkapan jalan lainnya 

a. Monitoring? 

b. Evaluasi? 

c. Rehabilitasi? 

d. Kapan dilakukan? 

e. Siapa yang melakukan? 

f. Hasilnya bagaimana? 

2. Fungsi Pelaksanaan usulan penetapan dan penilaian serta survei atas tingkat 

pelayanan jaringan jalan dalam wilayah kabupaten,  meliputi volume lalulintas 

jalan, kecepatan rata – rata, dan kecepatan maksimum dan minimum, V/C 

rasio, dan kepadatan lalu lintas 

a. Monitoring? 

b. Evaluasi? 

c. Rehabilitasi? 

d. Kapan dilakukan? 

e. Siapa yang melakukan? 

f. Hasilnya bagaimana? 

3. Fungsi Penyusunan ketentuan dan penilaian serta survei atas pelaksanaan 

kegiatan lalu lintas bidang perhubungan darat yang meliputi pengendalian 

bangkitan dan tarikan lalu lintas, penetapan kecepatan maksimum dan 

minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan, pengendalian 

penggunaan jalan 

a. Monitoring? 

b. Evaluasi? 

c. Rehabilitasi? 

d. Kapan dilakukan? 

e. Siapa yang melakukan? 
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f. Hasilnya bagaimana? 

4. Penyusunan ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan 

penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan 

penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu 

a. Monitoring? 

b. Evaluasi? 

c. Rehabilitasi? 

d. Kapan dilakukan? 

e. Siapa yang melakukan? 

f. Hasilnya bagaimana? 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

1. Wawancara Bersama Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 

 

2. Wawancara Bersama Staf Bidang Lalu Lintas  

 

3. Wawancara Bersama Kepala Bidang Lalu lintas  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR  32  TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, 

 

SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS   DENGAN 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan  

gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, 

keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 

jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, 

Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5), dan Pasal 136 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen 

Kebutuhan Lalu Lintas; 

 

Mengingat : 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan   

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN  

REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN 

KEBUTUHAN LALU LINTAS. 

  

 

 

 

 

 

  

BAB I . . . 
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BUPATI JEMBER  

PROVINSI JAWA TIMUR  

  

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR  39  TAHUN  2016   TENTANG  

  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  SERTA  

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

BUPATI JEMBER,  

   

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah    

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

SusunanPerangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;    

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;   

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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